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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA UPTD RUSUN PEKUNDEN DAN 

STAF LAPANGAN 

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGHUNIAN 

SATUAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN KOTA SEMARANG KEPADA AHLI 

WARIS” 

Nama  : Hery Widiatmoko / Luluk Priyani 

Jabatan : Kepala UPTD Rusun Pekunden / Staf Lapangan UPTD 

1. Bagaimana permasalahan antara penghuni lama dengan Pemerintah 

Kota Semarang yang terjadi di Rusun Pekunden? 

Jawab : Rusun Pekunden ini terbagi menjadi dua penghuni yaitu ada yang 

kompensasi dan ada yang penghuni baru, perbedaannya ini kalau yang 

kompensasi ini tidak membayar retribusi dan penghuni baru membayar 

retribusi. Permasalahan ini dikarenakan perjanjian di masa lalu di era 

1990an sebagai bentuk kompensasi karena rumahnya digusur para warga 

diberikan kompensasi dengan tinggal di rusun tanpa membayar retribusi. 

Para penghuni lama ini akhirnya menempati pada lantai 2 dan sebagian 

lantai 3 dan total 50 dari 88 unit yang kompensasi. Mereka ini menganggap 

bahwa satuan rumah susun yang ditempati itu milik mereka sendiri dan pada 

akhirnya seluruh kebijakan yang diterapkan pada penghuni baru seperti 

larangan-larangan membangun sesuatu dan sekat-sekat pada rusun itu tidak 

bisa diterapkan pada penghuni lama karena mereka selalu berdalih kalau ini 
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rumahnya jadi kita tidak boleh ikut campur. Jadi memang ini karena 

kebijakan pemerintah dahulu yang memberikan kompensasi kepada 

penghuni lama yang kemudian berlarut-larut karena menurut penghuni lama 

kompensasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. 

 

2. Mengapa Pemerintah Kota Semarang tidak dapat mengeluarkan 

SHM-Sarusun untuk penghuni lama hingga saat ini? 

Jawab : Hal ini dikarenakan memang untuk hak penghunian atau hak untuk 

tinggal bagi para penghuni rusun di Kota Semarang di mana terdapat 12 

rusun itu memang hanya dapat dilakukan dengan cara disewa. Selain itu 

prosesnya juga harus melalui UPTD dan tidak bisa asal ditinggali, harus 

mendapatkan izin dari UPTD terlebih dahulu. Kalau mengeluarkan SHM-

Sarusun itu jelas bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh 

pemerintah. Rusun ini kan juga merupakan asset dari Pemerintah Kota 

Semarang, jadi segala penggunaan dan pemanfaatannya juga memang harus 

sesuai dengan kebijakan yang ada. Sementara itu penerbitan SHM-Sarusun 

ini jelas bertentangan dengan hal tersebut. 

 

3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 

dalam menyelesaikan permasalahan antara penghuni lama dan 

pemerintah? 

Jawab : Sebenarnya sudah ada dialog antara pemerintah dan penghuni 

lama, pemerintah intinya ingin mengambil alih kembali Rusun Pekunden 
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dari penghuni lama agar hak penghuniannya bisa sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku. Namun, solusi dari pertemuan tersebut adalah pemerintah 

harus membeli unit rumah susun para penghuni lama yang harganya telah 

disesuaikan berdasarkan harga emas. Hal ini tentu memberatkan pemerintah 

karena nominalnya pun sangat tinggi sehingga dari pemerintah juga 

mengusulkan untuk menghitung juga seluruh biaya sewa selama para 

penghuni lama menghuni di rusun. Akan tetapi pada akhirnya tidak 

mencapai kesepakatan karena bentrok antara keinginan pemerintah dan 

penghuni lama. 

 

4. Bagaimana ketentuan saat ini untuk mendapatkan hak penghunian di 

Rusun Pekunden? 

Jawab : Ketentuannya mengacu pada peraturan hunian yaitu pada Peraturan 

Walikota Nomor 7 Tahun 2009 bahwa hak penghunian diperoleh hanya bisa 

dengan cara disewa dan dilakukan pendaftaran melalui UPTD dan nantinya 

akan diteruskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Semarang. Nanti aka nada surat perjanjian yang dibuat oleh calon penghuni 

dan kepala dinas yang akan menghasilkan surat keputusan penghunian. 

 

5. Karena hak pengunian penghuni lama tidak sesuai dengan kebijakan 

saat ini, apakah pemerintah tidak melakukan Tindakan terhadap para 

penghuni lama? 
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Jawab : Sebenarnya karena sudah terikat perjanjian sebagai bentuk ganti 

rugi, kami juga selaku pemerintah saat ini tidak dapat melakukan Tindakan 

lebih lanjut. Jadi karena historisnya sendiri ini memang seperti ada garis 

atau benang yang terputus, katakanlah ketika kita ingin meneruskan sendiri 

itu kita agak sulit. Kita susah memang melakukan Tindakan terhadap 

penghuni lama seperti halnya kita melakukan Tindakan kepada penghuni 

baru karena mereka menganggap itu rumah pribadi mereka. Ketika kita 

ingin menegur hal yang juga sifatnya sebenarnya merugikan mereka pun, 

mereka akan bilang mau diapakan rusun ini juga terserah. Kalaupun kita 

ingin mengurus atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

melakukan Tindakan kepada mereka tetap harus membutuhkan pejabat-

pejabat terdahulu yang lebih memahami terkait permasalahan tersebut. 

Bahkan beberapa penghuni lama yang sudah mengalihkan hak 

penghuniannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan UPTD, kita juga 

bingung untuk menindaknya seperti apa dan bagaimana karena tidak punya 

jalur disitu. Kepada penghuni baru yang menempati rusun dari penghuni 

lama pun kita tidak bisa melakukan apapun juga karena pengalihannya di 

luar kuasa kita juga.  

 

6. Pada Peraturan Walikota mengakomodir bahwa hak penghunian 

dapat dialihkan kepada ahli waris, apakah dapat dijelaskan maksud 

dari ketentuan tersebut? 
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Jawab : Jadi di peraturan hunian itu kan kewenangan untuk memberikan 

unit satuan rumah susun dari UPTD, jika sudah tidak dimanfaatkan dan 

dihuni maka harus dikembalikan kepada UPTD. Nantinya pihak kami yang 

menentukan siapa yang berhak menempati unit kosong tersebut karena 

disini yang telah mendaftar untuk menjadi calon penghuni rumah susun di 

Kota Semarang itu sudah banyak sekali. Sebenarnya pasal tersebut ini 

memberikan hambatan untuk sirkulasi hunian itu sendiri, karena pada 

akhirnya calon penghuni yang sudah ada pada daftar tunggu ini tidak 

mendapatkan kepastian yang jelas terhadap perolehan hak penghunian 

karena pengalihan hak penghunian yang dapat diteruskan kepada ahli waris. 

Padahal kan sebenarnya pemerintah memberikan hunian rumah susun ke 

warga yang belum memiliki hunian dan sifatnya ini hanya sementara. 

Harapannya dengan biaya retribusi yang rendah ini nantinya para warga 

dapat menabung untuk bisa memiliki hunian sendiri. Namun, memang para 

penghuni mentafsirkan pasal tersebut dengan salah kaprah dan dianggap 

bahwa rusun yang ditempati ini dapat terus menerus diberikan kepada anak 

dan cucunya secara berkelanjutan, padahal walaupun diberikan kepada ahli 

waris tetap perlu persetujuan dari kami selaku pengelola rusun.  
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PEDOMAN WAWANCARA KETUA PAGUYUBAN RUSUN 

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGHUNIAN 

SATUAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN KOTA SEMARANG KEPADA AHLI 

WARIS” 

Nama  : Suatni 

Jabatan : Ketua Paguyuban Perkampungan Rumah Susun Pekunden 

1. Bagaimana sejarah Rusun Pekunden bisa dibangun? 

Jawab : Awalnya terdapat program dari pemerintah untuk mengatasi 

pemukiman yang tidak layak huni dan pemerintah ingin melakukan 

pembangunan di sekitar balaikota. Perkampungan di daerah Pekunden ini 

kebetulan rumah yang layak huni hanya di bagian depan persis tepi jalan, 

tetapi bagian belakang terdapat rumah liar yang tidak layak huni. Kemudian 

penghuni lama dikumpulkan di balaikota dan pemerintah menawarkan 

mengenai pembangunan Rusun Pekunden. Permasalahan selanjutnya ini 

adalah rumah di wilayah tersebut tidak memiliki Sertifikat Hak Milik 

(SHM), jadi saya sudah tinggal sejak 1971 dan saat meminta sertifikat tidak 

bisa dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Ketika 

membeli saya tidak tahu bahwa rumah tersebut merupakan tanah milik 

negara karena sudah ditempati lama. Akhirnya karena pemerintah ingin 

mengambil alih tanah tersebut dan memberikan ganti rugi atau kompensasi 

sehingga penghuni lama akhirnya setuju terhadap pembangunan Rusun 

Pekunden tersebut. 
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2. Bagaimana proses musyawarah antara penghuni lama dengan pihak 

Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai kesepakatan? 

Jawab : Proses musyawarah terjadi tidak hanya sekali namun beberapa kali 

karena awalnya banyak penghuni lama yang menolak.  

 

3. Apa kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada 

para penghuni lama yang sebelumnya memiliki rumah di Rusun 

Pekunden? 

Jawab : Awalnya pemerintah menawarkan memberikan kompensasi berupa 

tanah di wilayah lain seperti daerah Genuk atau Karangroto. Akan tetapi, 

para penghuni lama merasa keberatan dan kami mengadakan pertemuan 

sendiri. Pada pertemuan tersebut saya yang memimpin pertemuan tersebut, 

saat itu terdapat dua opsi, pindah ke tempat lain atau tetap berada di wilayah 

Pekunden dan tinggal di rumah susun. Akhirnya penghuni lama sepakat 

untuk memilih opsi untuk tinggal di rumah susun karena pemerintah 

menjanjikan bahwa rumah susun nantinya merupakan kompensasi dari 

rumah yang dibongkar. Janji dari Pemkot nantinya penghuni lama tidak 

perlu membayar rumah susun karena itu merupakan kompensasi yang 

diberikan, jadi sebelum rumah dibongkar itu dikalkulasikan terlebih dahulu 

harga tanah dan harga bangunan yang kemudian ditotalkan untuk membeli 

satuan rumah susun. Contohnya rumah saya pada 1991 itu dikalkulasikan 

kurang lebih 17 juta dan uang tersebut digunakan untuk membeli rumah 

susun yang harga 18 juta sehingga disitu saya menambahkan kurang lebih 
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1 juta untuk mendapatkan rumah susun yang tipe paling atas. Jadi 

kompensasi tidak diberikan secara tunai tapi kompensasinya untuk 

dibelikan satuan rumah susun Pekunden dan istilahnya kita sudah bayar 

disitu. Oleh sebab itu, para penghuni lama pada akhirnya mau karena 

kompensasi yang diberikan adalah dapat menempati rumah susun. 

 

4. Apa Pemerintah Kota Semarang telah memberikan kompensasi yang 

telah sesuai dengan yang dijanjikan kepada penghuni lama? 

Jawab : Pada 1991 ketika Rusun Pekunden dibangun, saat itu Walikota 

Semarang itu namanya Pak Sutrisno Suharto, selama masa jabatannya itu 

kami belum memiliki bukti apa-apa terkait kepemilikian satuan rumah 

susun, namun kami sudah menempatinya sehingga sebelum beliau lengser 

saya mendesak kepada beliau untuk memberikan bukti bahwa saya memiliki 

hak untuk tinggal di satuan rumah susun dan sudah membayar melalui uang 

kompensasi. Akhirnya pada tahun 1999 dibuatkan Surat Keputusan yang 

menyatakan hal tersebut. Akan tetapi hingga saat ini sampai sudah ganti 5 

Walikota, kami tidak diberikan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun 

sesuai yang dijanjikan dari awal, jadi Surat Keputusan tersebut yang 

menjadi pegangan bahwa saya memiliki hak untuk tinggal di rumah susun 

tersebut itu sudah bayar sesuai harga pada waktu itu. Akhirnya pada saat 

walikota terakhir, Pak Hendrar itu menyampaikan bahwa rumah susun tidak 

dapat menjadi hak milik dan hanya bisa hak sewa saja.  
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5. Apa upaya yang telah dilakukan penghuni lama dalam 

memperjuangkan hak yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota 

Semarang? 

Jawab : Awalnya saya menuntut hak sertifikat tersebut, namun pemerintah 

selalu berdalih bahwa hal tersebut sedang diurus sampai saya mendapatkan 

informasi pada tahun 2018 bahwa satuan rumah susun hanya bisa hak sewa 

saja. Saya protes dengan menyewa pengacara Pak Heri Darman dan saat itu 

penghuni lama mengumpulkan uang hingga 7 juta untuk menyewa 

pengacara, kami menuntut kenapa bisa seperti itu, kan saya ini dianggap 

sudah membeli melalui uang kompensasi itu, kalau memang kami mau 

dijadikan hak sewa, kami menuntut untuk pemerintah mengembalikan uang 

kompensasi secara tunai dan harus disesuaikan dengan nilai rupiah saat ini 

dengan mengkonversikan harga emas pada tahun 1991 dengan harga emas 

pada tahun 2021. Jika uang kompensasi diberikan sesuai dengan nilai rupiah 

tersebut, kami bersedia untuk menempati rumah susun dengan hak sewa. 

 

6. Bagaimana respon Pemerintah Kota Semarang terhadap upaya yang 

dilakukan oleh penghuni lama? 

Jawab : Kami mengajukan surat permohonan tersebut pada tahun 2021, 

namun hingga saat ini menggantung tidak ada kelanjutannya karena 

penghuni lama juga pada akhirnya tidak bisa menutup biaya jasa 

pengacaranya. Jadi, saat ini penghuni lama juga sudah pasrah saja karena 

juga sebagian besar penghuni lama sudah meninggal dunia dan yang tersisa 
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penghuni lama yang asli itu hanya sedikit salah satunya saya, sisanya itu 

sudah tidak ada dan rumah susunnya diberikan ke para anak dan cucunya. 

 

7. Apakah saat ini penghuni lama atau ahli warisnya masih menempati 

Rusun Pekunden? 

Jawab : Masih menempati, pemerintah juga tidak berani untuk mengusir 

kita karena memang kan sudah ada Surat Keputusan yang menyatakan 

bahwa kita ini sudah beli rumah susun ini dan kita juga tidak mau membayar 

sewa sama seperti penghuni lainnya. Hak-hak yang kita dapatkan juga sama 

seperti penghuni lain yang menggunakan hak sewa. Intinya saat ini 

penghuni lama pada akhirnya pasrah saja selama kami masih bisa 

menempati rumah susun itu selamanya, tapi permasalahannya kan nanti 

kalau sudah ke anak dan cucu kita itu kan mereka tidak tahu sejarahnya 

seperti apa. Kalau tidak diurus dan diperjelas status kepemilikannya itu kan 

merugikan mereka nantinya dan jika memang peraturan daerah 

menghendaki bahwa hak penghunian rumah susun di Semarang didapatkan 

dengan hak sewa, maka penuhi terlebih dahulu tuntutan kami karena kalau 

tiba-tiba kita dijadikan hak sewa itu kan lucu, karena kan kita disini sudah 

beli dengan uang kompensasi kita saat itu dan sisanya bisa diangsur atau 

dicicil, walaupun pada akhirnya cicilannya juga tidak jelas karena 

pemerintah tidak mau menerima. 
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Lampiran 2. Surat Izin Riset 
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Lampiran 3. Surat Balasan Instansi 
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